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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Pemerintah memiliki kedudukan istimewa karena dapat mengatur 

kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah  bertindak 

sebagai penguasa, karena memiliki jabatan untuk menjalankan roda 

pemerintahan dan dapat mengatur kehidupan masyarakat. Dalam mengatur 

kepentingan masyarakat tersebut tentu pemerintah memiliki tanggung jawab 

atas tindakan yang dilakukan, seperti dalam melakukan rekayasa lalu lintas di 

Kota Bandung. Rekayasa lalu lintas di Kota Bandung yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Bandung tidak sepenuhnya dilakukan dengan 

memperhatikan peraturan perundang-undangan.  

 

Rekayasa lalu lintas di Kota Bandung tidak memiliki perlengkapan jalan yang 

baik seperti trotoar dan rute jalan yang juga dialihkan ke perumahan 

penduduk, sehingga menggangu kenyamanan dan keamanan penduduk. 

Pemerintah Kota Bandung mengetahui bahwa terdapat dampak yang 

merugikan bagi masyarakat dan kerugian tersebut benar terjadi bagi 

masyarakat. Dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh pemerintah 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara materiil maupun immateriil. 

Pemerintah sebagai penguasa melakukan rekayasa lalu lintas, tetapi 

melanggar hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Perbuatan Pemerintah 

Kota Bandung ini dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh 

penguasa. 

 

Masyarakat yang mengalami kerugian atas tindakan melawan hukum dalam 

rekayasa lalu lintas ini dapat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kota 

Bandung. Ganti rugi yang dapat diajukan oleh masyarakat yang berbentuk 

materiil, immateriil,  meminta dikembalikan ke keadaan semula, atau 

meminta rekayasa lalu lintas ini dilakukan pada waktu tertentu saja. 
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Masyarakat dapat meminta pernyataan bahwa perbuatan pemerintah Kota 

Bandung ini adalah perbuatan melawan hukum. Dalam hal rekayasa lalu 

lintas ini, Pemerintah Kota Bandung yang melakukan perbuatan melawan 

hukum bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan. 

 

2. Saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah saran yang dapat 

saya berikan: 

1) Dalam menerapkan suatu kebijakan, pemerintah sebaiknya benar-benar 

memperhatikan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan hak-

hak dalam masyarakat agar kebijakan dapat diterima baik oleh 

masyarakat dan keselamatan, kemanan, dan kenyamanan masyarakat 

terjamin. 

2) Perlu peningkatan kegiatan penyuluhan hukum terhadap para pejabat 

Pemerintah kota Bandung agar dalam melakukan tindakan sesuai dengan 

hak, wewenang dan kewajiban yang diperolehnya sebagai pejabat. 

3) Pemerintah yang bertugas memantau dan mengawasi perkembangan 

rekayasa lalu lintas agar dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang 

ada dalam rekayasa tersebut agar lebih baik. 

4) Perlunya perlindungan hukum yang lebih baik terhadap masyarakat yang 

benar-benar dirugikan atas rekayasa lalu lintas ini. 
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